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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR' 10 TAHUN 2010

 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBAK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk
memperoieh persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
den Belanja Daersh (APED) yang diajukan sebagaimana dimaksud
pada huruf a3 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2011 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan
Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran vyang ‘telah
disepakat! bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada

‘tanggal 10 Desember 2010;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huref 3 dan b, perfu dibentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambghan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtn 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569};

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersh dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsl Banten (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2000
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4010);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesla Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesla Tahun 2004 Nomor 66, T.ambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahtin 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesla
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesla Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negars Republk Indonesia Tahun 2008
L&lon:‘or 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
euangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2010
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
telah beberapa kall diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 {Lembaran Negara Republk Indonesla Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republlk Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomior 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun
2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerfa Instanst Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Proving), dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Indonesla Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelofaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Indonesla Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4738);

Peraturan Pemerintah Nomor € Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Dasrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor
5161);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansl Pemerintahan (Lembaran Negara Republlk Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor & Tahun 2004 tentang
Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pengeiolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2004 Nomor 10 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuzngan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2006 Namor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2007 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007
Nomor 11);

Peratwran Daersh Kabupaten Lebak Nomor 12 Tabun 2007 tentang
Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan  Daerati Kabupaten Lebak {Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 12);

Peraturan Daersh Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten
Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan, Organisesl, dan Tata Kerja Satuan Polist Pamong
Praja Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun
2007 Nomor 14),

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2007 tentang
Organisas! dan Tata Kerja Kecamatan serta Kelurahan df Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerzh Kabupaten Lebak
Tahun 2007 Nomor 15); a

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasl, dan Tata Keja Rumah Sakit Umum
Daerah  dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 10);
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Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD)
Kabupaten Lebak Tahun 2009 - 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2009 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah (tembarar Daersh Kabupaten Lebak Tahun 2010
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kebupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun
2010 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun
2010 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2010 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan
BUPATI LEBAK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berkut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 1.111.410.316.729,-

2, Belanja Daerah

Rp. _1:159,394,400.329()

(Defisit) Rp. (47.984,083.600-)
3. Pembiayaan Daerah

Penerimaan Rp. 66.850,749.600-

Pengeluaran Rp.__...18.866.666.000.-(-)

Pembiayaan Netto Rp_.. 47.984.083.600-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp -

Pasal 2

(1)  Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 82.735.670.000,-

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.  825,156.109.600,-

¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp.  203.518.537.129.
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Pendapatan Asi Daerah sebagaimana dimakstd pada ayat (1) huruf a terdid darl jenis

pendapatan:
a. Pajek Daerah sejumlah Rp. 9.580.000.000,-
b. Retribusi Daerah sejumiah Rp. 62,797.950.000,-

¢. Hasil Pengelolzan Kekayaan Daerah yang dipisankan Rp. 3.437.631.000,~
d. Lain-lain Pendapatan Asi Daerah yang sah sejumiah  Rp. 6.920.089.000,-

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

Pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 43.352.412.000,-
b. Dana Alokasi Umum sejumiah Rp.  710.659.057.600,-
¢. Dana Alokasi Khusus sejumiah Rp. 71.144.600.000,-

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah sejumiah Rp. -
b. Dana Darurat sejumiah Rp. -
¢. Dana Bagi Hasll Pajek dari Provinsi sejumlah Rp. 23.897.682.129,-
d. Dana Penyesuatan dan Otonomi Khusus sejumiah Rp.  154,620.855.000,-
e Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah
Daerah lainnya sejumiah Rp. -~ 25.000.000.000,-
Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 627.689.167.580,-
b. Belanja Langsung sejumlah Rp.  531.705.232.749,-

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darl jenis
belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.  578.440.061,327,-
b. Belanja Bunga sejumiah Rp. 2.650.000,000,-
C. Belanja Subsidi sejumiah Rp. -

d. Belanja Hibah sejumiah Rp. 18.822.790.000,
e. Belanja Bantuan Sosial sejumiah Rp. 11,915.700.000,-
f. Belanja Bagi Hasil sejumiah Rp. 13.500.000.000,-
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Rp. 1.061,058.000,-
h. Belanja Tidak Terduga sejumiah Rp. 1.299.558.253,-

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja:

a. Belanja Pegawai sejurmlah Rp. 29.628.834.600,-
b. Belanja Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.  231.532.600.901,-
¢. Belanja Modal sejumlah Rp.  270.543,797.248,-
Pasal4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a  Penerimaan sejumiah Rp. 66.850.749.600,-
b, Pengeluaran sejumiah Rp. 18.866.666.000,-
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pemblayaan:
a. Silpa tahun anggaran sebelumnya sejumiah Rp. 66.850.749,600,-
b. Pencairan Dana Cadangan sejumiah Rp. -
¢. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

sejumiah Rp. -
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. -
e, Peperimaan kemball pemberian pinjaman sejumiah  Rp. -
f.  Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. -
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Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdid dari jenis

pembiayaan:
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumiah Rp. -
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

sejumiah Rp. 2.700,000.000,-
¢ Pembayaran Pokok Utang sejumiah Rp. 15.666.666.000,-
d. Pemberlan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 500.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdirl darl:

1.
2.

3.

Lampiran I
Lampiran I1

Lampiran II
Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X
Lampiran XI

Lampiran XII
Lampiran XIII

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pemblayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasl, Program dan Keglatan;

Rekapitulasl] Belanja Daerah, untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsl Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan Aset lainnya;
Daftar Keglatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dlanggarkan kembalt dalam tahun
anggaran inl;

Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah,

Pasal6

Bupati Lebak menetapican Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagal landasan operasional pelaksanaar; APED. '

Pasal 7

Peraturan Daerah inl mulal berlaku pada tanggal diundangk an.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupatzn Lebak.

Ditetapkan di  Rangkasbitung
- ___gal 29 Desember 2010




